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ABSTRAK

Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa jenis lainnya. Agar menghindari sengketa merek seperti PT. MADURANA BALI CONFESCTION yang bekerjasama dengan PT. BALILAB untuk memproduksi segala jenis pakaian dengan menggunakan merek BALILAB. Merek BALILAB diklaim hak merek milik CV. BALILAB dengan bukti Sertifikat Merek Nomor : IDM000628603, yang dikeluarkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia, tertanggal 18 Januari 2016 untuk merek BALILAB atas nama CV. BALILAB. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat adalah merek kolektif dapat digunakan sebagai alternatif perlindungan merek guna mengurangi persaingan usaha di daerah Kabupaten Tabanan dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan merek kolektif Dupa Harum Kekeran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah Merek kolektif dapat digunakan sebagai alternatif perlindungan merek guna mengurangi persaingan usaha di daerah Kabupaten Tabanan, selain merek kolektif dapat digunakan bersama-sama dan sebagai dasar perlindungan hukum dan dapat sebagai dasar pemasaran secara Bersama-sama produk yang dihasilkan, juga dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota yang terdaftar dalam merek kolektif tersebut. Pemerintah dalam memberikan perlindungan merek kolektif Dupa Harum Kekeran sudah sangat semaksimal mungkin dan sangat memperhatikan betul akan pentingnya perlindungan merek seperti Pemerintah yang sudah memangkas birokrasi pendaftaran merek, dan pendaftaran merek kini sudah bisa menggunakan sistem online penuh.
Kata Kunci : Merek Kolektif , Pelindungan Merek, dan Persaingan Usaha
COLLECTIVE BRANDS AS ALTERNATIVE JOINT BRAND PROTECTION TO REDUCE COMPETITION LEVEL

 (STUDY BRAND OF FRAGRANT INCENSE, TABANAN REGENCY)

ABSTRACT


Collective marks are brands used on goods and / or services with the same characteristics that are traded together by several persons or legal entities together to differentiate them from other types of goods and / or services. In order to avoid brand disputes such as PT. MADURANA BALI CONFESCTION in collaboration with PT. BALILAB to produce all types of clothing using the brand BALILAB. The BALILAB brand claimed trademark rights owned by CV. BALILAB with proof of Trademark Certificate Number: IDM000628603, issued by the Director General of Intellectual Property Rights of the Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights, dated January 18, 2016 for the BALILAB brand under the name of CV. BALILAB. Based on this, the problem raised is that collective brands can be used as an alternative to brand protection in order to reduce business competition in the Tabanan Regency area and government efforts to provide collective brand protection for Dupa Harum Kekeran. The research method used is an empirical legal research method, using primary data types and secondary data which are then analyzed descriptively qualitatively. The results of the research that has been done is that collective brands can be used as an alternative to brand protection in order to reduce business competition in the Tabanan Regency, besides collective brands can be used together and as a basis for legal protection and can be used as a basis for marketing jointly the products produced, can also provide benefits for all members registered in the collective mark. The government in providing collective brand protection for Dupa Harum Kekeran is very much as possible and is very concerned about the importance of brand protection as the Government has cut the bureaucracy of brand registration, and trademark registration can now use the full online system. 
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A. Latar Belakang

Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen. Identitas sebuah produk juga menjelaskan kualitas suatu barang, hal tersebut juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak sekali terjadi pembajakan terhadap sesuatu yang dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga akan berdampak kepada dua hal, yaitu Pertama, akan mengganggu stabilitas ekonomi, dan Kedua, terkait jaminan perlindungan konsumen terhadap barang tersebut.
 

Merek Kolektif digunakan pada barang jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis. Agar menghindari sengketa merek seperti kasus sengketa merek yang baru-baru ini penulis temukan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Nomor Register Perkara : 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps. antara PT. MADURANA BALI CONFESCTION yang bekerjasama dengan PT. BALILAB untuk memproduksi segala jenis pakaian tergantung dari permintaan pesanan antara lain kemeja, baju, gaun, rok, celana tas dan lain-lain, diantaranya dengan menggunakan merek BALILAB. Merek BALILAB diklaim hak merek milik CV. BALILAB dengan bukti Sertifikat Merek Nomor : IDM000628603, yang dikeluarkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia, tertanggal 18 Januari 2016 untuk merek BALILAB atas nama CV. BALILAB  yang beralamat di Jln. Gunung Lumut, Gg. Drupadi Ni.1, Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat. 

Merek Kolektif didaftarkan bersama oleh beberapa anggota kelompok Desa Kekeran, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dengan biaya bersama. Biaya tersebut cukup terjangkau dan tidak terlalu membebankan para pelaku usaha. Solusi ini bisa memecahkan masalah mahalnya biaya pengembangan merek. Satu merek kolektif, biaya pengembangan merek tersebut dapat dibagi sehingga lebih terjangkau oleh para pelaku bisnis di daerah Desa Kekeran, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Biaya tersebut cukup terjangkau dan tidak terlalu membebankan para pelaku usaha. Solusi ini bisa memecahakan masalah mahalnya biaya pengembangan merek. 
Desa Kekeran, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sebagai sentra produk Dupa Harum yang berlogo Kekeran yang kurang akan pemahaman pentingnya perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual terutama bidang merek masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya ibu-ibu yang membuat Dupa Harum yang tergabung dalam kelompok dan menggunakan logo Kekeran sudah terlalu lama dan tidak mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Namun sebagian besar para pembuat Dupa Harum ini belum mengetahui dan memahami akan pentingnya perlindungan merek demi kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat. Penulis menemui beberapa merek dupa harum yang beredar di daerah Desa Kekeran, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan tempat industri dupa harum Kekeran.

Ada merek lain, selain Dupa Harum Kekeran diantaranya ada Dupa Harum Sari Madu, Dupa Harum Dupa Mas Sejahtera, Dupa Harum Kresna Yoga Ivan Productin, dan Dupa Harum Full Wangi Krisnha Eka Production belum tersentuh proses pendaftaran merek. Penulis sudah telusuri melalui Hak Kekayaan Intelektual online website https://pdki-Indnesia.dgip.go.id yang jelas terlihat mulai dari tanggal penerimaan pendaftaran merek, tanggal pengumuman, tanggal pendaftaran dan sampai tanggal dimulainya perlindungan merek itu sendiri . Selain jumlah industri dari produk Dupa Harum Kekeran banyak dan kurangnya kesadaran akan pentingnya merek, penulis juga tertarik hasil temuan merek dupa lain yang berlgo Dupa Harum Kresna Yoga Ivan Production dan Dupa Harum Full Wangi Krisnha Eka Production yang sama-sama menggunnakan Logo gambar Krisna, disinilah kekhawatiran penulis akan adanya persaingan dagang, yang mana sama-sama belum terdaftar mereknya. 
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan terdapat beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : 
1) Apakah merek kolektif dapat digunakan sebagai alternatif perlindungan merek guna mengurangi persaingan usaha di daerah Kabupaten Tabanan?,
2) Bagaimanakah upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan merek kolektif Dupa Harum Kekeran?
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
1) Untuk mengetahui dan mengkaji masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum merek guna menghindari persaingan usaha yang tidak sehat di Kabupaten Tabanan.
2) Untuk mengetahui dan mengkaji pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan merek kolektif Dupa Harum Kekeran
2. Tujuan Khusus

1) Untuk mengetahui dan mengkaji merek kolektif dapat digunakan sebagai alternatif perlindungan merek guna mengurangi persaingan usaha di Kabupaten Tabanan.

2) Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam upaya memberikan perlindungan merek kolektif Dupa Harum Kekeran.
D. Metode Penelitian
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris atau metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya hukum di lingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum,dan badan pemerintah.
 Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris yang penulis gunakan wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik puposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu
, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Teknik Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh.
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Merek Kolektif Dapat Digunakan Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Guna Mengurangi Persaingan Usaha di Daerah Kabupaten Tabanan
Era perdagangan global dan pasar bebas merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Perlindungan hukum atas merek semakin dibutuhkan setelah banyaknya orang yang melakukan peniruan terhadap karya seseorang. Salah satu merek yang perlu dilindungi yaitu merek Dupa Harum Kekeran yang berasal dari Banjar Kekeran, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, yang merupakan sentra Industri Dupa Harum, akan tetapi masyarakat Desa Penatahan umumnya dan khususnya para pembuat dupa harum masih belum mendaftarkan mereknya. 
Data permohonan pendaftaran merek yang diberikan oleh Ir. I Ketut Antara selaku Kabid UKM dan LPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan pada hari Senin, 10 Juni 2019, dimana terdapat 76 (tujuh puluh enam) jenis usaha yang sadar akan pentingnya perlindungan merek dengan mendaftarkan mereknya di Kabuaten Tabanan. Bahwa masih belum ada tanda pemilik usaha Dupa Harum Kekeran mengajukan permohonan pendftaran mereknya, selain itu dari 76 usaha yang sadar akan pentingnya mendaftarkan mereknya pada tahun 2016, hanya 29 (dua puluh sembilan) jenis usaha yang diterbitkan Hak Mereknya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2018. Data tersebut juga menujukkan bahwa pada umumnya masyarakat Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sebagai sentra industri Dupa Harum Kekeran dan khususnya para pembuat Dupa Harum Kekeran belum memahami akan pentingnya merek dan masih kurang sadar akan pentingnya perlindungan hukum merek. Para pembuat usaha Dupa Harum Kekeran yang mengembangkan sentra produksi dupa ramah lingkungan secara lokal ini belum mendafatrakan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang sebagai dasar perlindungan hukum yang sebenarnya sudah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada era perdagangan global dan sejalan dengan konvensi-konvensi Internasional yang sudah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.
Berdasakan hasil wawancara penulis dengan Ir. I Ketut Antara selaku Kabid UKM dan LPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan pada hari Senin, 10 Juni 2019 mengatakan bahwa:
“permasalahan yang terjadi dari 76 usaha pada tahun 2016 yang mengajukan permohonan pendaftaran merek hanya 29 jenis usaha yang diterbitkan Hak Mereknya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2018. Pada yang belum terbit koreksinya mungkin ada kesamaan antara merek yang diajukan dengan   merek yang sudah ada milik orang lain, sehingga dari kementrian ditolak dan itupun alasan penolakannya kami pihak Dinas Koperasi tidak mengetahui karena penolakannya langsung di browsing di internet bagi pihak yang mendaftarkan mereknya, karena sudah lengkap biasanya tercantum alasan-alasan penolakan mereknya.”

Penulis melihat terlalu banyaknya permohonan merek yang ditolak permohoanannya, maka penulis mencari salah satu usaha yang permohonan mereknya ditolak oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual yaitu usaha Garmen berlogo D/D Design yang beralamat di Jln. Pulau Batam No. 39, Tabanan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ni Luh Putu Diaztri selaku pemilik Garmen berlogo D/D Design pada hari Senin, 18 November 2019 mengatakan bahwa :
Gambar 4.1 : Logo merek D/D Design usaha jarit milik ibu Ni Luh Putu Diaztri
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 “saya selaku pemilik usaha sangat paham betul akan pentingnya perlindungan merek, maka dari sejak dini mungkin dan walau baru merintis usaha jarit ini, saya segera mendaftarkan merek saya, karena saya beranggapan mereklah yang menjadi daya pembeda dari kualitas barang yang diproduksi. Sekitar tahun 2016 saya mendaftarkan merek saya namun tidak dapat terbit Nomor Sertifikat Hak Merek saya, karena tempat jarit saya ini tidak bisa dikatakan Garmen terlebih kurangnya tenaga. Merek jarit saya ini dinyatakan tidak memiliki ciri khas pembeda dari jaritan-jaritan yang lainnya sehingga tidak dapat diterbitkan Nomor Mereknya”.
Pentingnya perlindungan hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek sudah sering disosialisasikan tetapi masyarakat kerap kali mengabaikannya, sehingga banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang merek baik secara sengaja maupun tidak disengaja dan kerap kali terjadi ketika ada pelaku usaha lain dengan merek yang sama terlebih dahulu mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kapferer (1992) has emphasized brand as an identity structure with six integrated facets of culture, personality, self-projection, physique, reflection, and relationship.
 Bagi para pelaku usaha yang meniru merek usaha milik orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu tetap mendapat perindungan hukum dengan perlindungan hukum bersifat represif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam teori perlindungan hukum, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang ada khususnya sengketa merek yang sudah terjadi
, dengan melapor ke Kantor Polisi wilayah hukum pemilik usaha, karena tindak pidana dan/atau pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual merupakan delik aduan. Ancaman yang dapat dijatuhkan bagi pelaku usaha yang meniru merek dagang orang lain sudah sangat jelas tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Eksklusif yang diberikan negara kepada individu untuk memberikan izin atau melarang orang lain untuk melaksanakan hak eknomi dari produk yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.
 Perlindugan hukum preventif terhadap sengketa merek yang merupakan delik aduan tersebut, selain melaporkan ke kantor polisi wiayah sengketa,  upaya perlindungan hukum preventif lain juga dapat melalui prosedur pengaduan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dengan melalui pengaduan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat menjadi PPNS HKI Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, di kantor Wilayah Kement]erian Hukum dan HAM.  Penyidik akan membuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP, Penyidik menunjuk ahli untuk memberikan pendapat keahlian dalam tahap verifikasi kasus.
Verifiasi kasus sudah selesai maka langkah penyidik selanjutnya adalah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumentasi lain. Berkas yang telah dinyatakan lengkap akan dilimpahkan ke Kejaksaan, yang kemudin dijadikan dasar penuntutan bagi Jaksa Penuntut Umum. Pemeriksaan dilanjutkan di Pengadilan Negeri untuk pada akhirnya mendapatkan putusan dari Majelis Hakim dalam persidangan. Apabila para pihak yang bersengketa tidak puas akan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri,  masih bisa melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan upaya hukum terakhir bisa ditempuh hingga kasasi ke Mahkamah Agung. 
Penulis temukan sengketa merek yang terjadi di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Nomor Register Perkara : 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps. dengan Jaksa Penutut Umum I Nyoman Agus Pradnyana, S.H., dengan Terdawa Badrus Saleh dengan lama proses perkara selesai dengan 28 (dua puluh de;apan) hari. Pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 Majelis Hakim yang menyidangkan Nomor Register Perkara : 1081/Pid.Sus/2019/PN Dps. Memutus dengan putusan pertama secara sah dan meyakinkan menyatakan bahwa Terdakwa Badrus Saleh bersalah melakukan Tindak Pidana memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Kedua menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 

Berdasarkan sarana perlindungan hukum preventif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa dalam mencegah terjadinya sengketa persaingan usaha yang tidak sehat.
 Upaya preventif dalam menanggulangi persaingan tidak sehat dalam era perdagangan, maka pengrajin Dupa Harum Kekeran yang berskala kecil tersebut, hendaknya menggunakan merek kolektif sebagai alternatif perlindungan hukum. Penggunaan pemasaran bersama melalui merek kolektif yang dilakukan oleh para pelaku usaha kecil Dupa Harum Kekeran tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena Usaha Kecil dikecualikan di dalam Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu pelaku usaha yang tergolong ke dalam usaha kecil dikecualikan dari penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Para pembuat Dupa Harum Kekeran dikategorika sebagai pelaku usaha kecil mikro. Biasanya pelaku usaha kecil kendalanya adalah dalam hal pemasaran hasil produksinya. Memasarkan suatu produk tertentu bagi pelaku usaha kecil menjadi suatu masalah yang serius, karena minimnya informasi akan pangsa pasar dari produk yang dihasilkan. Hal ini berarti pelaku usaha kecil tidak dapat memasarkan barang atau jasanya secara baik atau secara professional, akibatnya para pelaku usaha tersebut membanting harga jual produknya, karena takut tidak terjual atau tidak laku. Sehingga terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat di antara pelaku usaha kecil tersebut. Hal inilah yang akan terjadi nantinya pada industri Dupa Harum merek Dupa Harum Kekeran di Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.

Penulis beranggapan merek kolektif dapat menjadi alat yang memiliki kekuatan sangat kuat untuk pengembangan lokal bagi produk Dupa Harum Kekeran yang memiliki karakteristik khusus tertentu dengan 2 (dua) aroma saja yaitu, aroma Gaharu dan aroma Cendana yang terbuat dari bahan baku alami dan ramah lingkungan. The process may enable them to address weaknesses of marketing activities in earlier periods and to take decisions jointly with local stakeholders and thus improve the quality of and support for such decisions.

Merek kolektif dapat digunakan bersama-sama dan sebagai dasar pemasaran produk terkait, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh produsen yang termasuk dalam asosiasi pemilik merek kolektif tersebut, misalnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan meningkatkan pengakuan produk. Merek kolektif juga dapat digunakan bersama-sama dengan merek individual dari produk yang didaftarkan. Hal ini mengizinkan perusahaan untuk membedakan produk merek sendiri dari pesaingnya dan sekaligus memperoleh manfaat dari kepercayaan konsumen dalam produk yang ditawarkan di bawah merek kolektif.
Sudargo Gautama berpendapat bahwa tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif ini bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Akan tetapi, merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal-usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang atau jasa dari perusahaan-perusahaan yang berbeda, tetapi memakai merek sama yang secara kolektif di bawah pengawasan dari yang berhak. Dikatakan, benda dan jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.

Tujuan penggunaan merek kolektif adalah untuk menyederhanakan penyelesaian permintaan pendaftaran. Misalnya, jika sepuluh pengusaha masing-masing memproduksi jenis barang atau jasa, maka mereka harus mengajukan permintaan pendaftaran untuk melindungi setiap barang atau jasa yang dimaksud. Padahal masing-masing barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan tersebut mempunyai karakteristik yang sama, maka dalam hal tersebut dimungkinkan untuk menggunakan satu merek saja. Terhadap semua jenis barang atau jasa, cukup diajukan satu permintaan pendaftaran merek untuk mereka gunakan secara kolektif. Maka para pengusaha tersebut dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga untuk memproses permintaan pendaftaran.

2. Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Merek Kolektif Dupa Harum Kekeran
Merek kolektif di Indonesia diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengertian merek kolektif menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Ayat (4), yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mengambil lokasi penelitian di Banjar Kekeran, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan hukum merek. Kendala-kendala tersebut datang baik dari Pengusaha Usaha Kecil Mikro yang selanjutnya disingkat menjadi UKM Dupa Harum Kekeran maupun dari Dinas Koperasi Kabupaten Tabanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali, dibidang Kekayaan Intelektual (KI) sebagai pemerintah yang bertanggung jawab dalam memberikan sosialisasi terkait Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek kepada pengusaha UMKM di setiap Kabupaten khususnya di Kabupaten Tabanan. Dikaitkan dengan Teori Tanggung Jawab Hukum yang dikembangkan oleh Maurice Finkelstein dalam jurnalnya Wahyu Kurniawan yang menyatakan bahwa tanggung jawab hukum memainkan fungsinya dalam masyarakat modern (sociological jurisprudence). Disini Pemerintah yang sebagaimana dalam pendaftaran merek fungsinya adalah memfasilitasi dan mensosialisasikan akan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek itu sendiri.

Berdasakan hasil wawancara penulis dengan Ir. I Ketut Antara selaku Kabid UKM dan LPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan pada hari Senin, 10 Juni 2019 mengatakan bahwa:

“Pemerintah sudah mensosialisasikan tentang pentingnya merek tapi kurangnya kesadaran masyarakat saja akan pentingnya merek, karena beranggapan banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi. Padahal pemerintah dalam hal ini untuk memberikan ijin, sekalanya UMKM mendapat keringaanan biaya pengurusan merek ini setelah Dinas Koperasi mengeluarkan surat keterangan bahwa UMKM ini binaan dari Dinas Koperasi Kabupaten Tabanan, sehingga biaya yang ditentukan oleh Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga bias disubsidi dengan adanya surat keterangan dari Dinas Koperasi tersebut mulai tahun 2018.”
Pendaftaran suatu merek dagang atau jasa berguna untuk melindungi merek produk mereka dari penyalahgunaan nama merek oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek terdaftar. Merek yang telah terdaftar pasti orang lain tidak akan bisa untuk mendaftarkan lagi, dikarenakan merek ini merupakan hak monopoli pemilik merek yang telah terdaftar. Pendaftaran suatu merek ini diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang masih berlaku sampai saat ini.
Permohonan pendaftaran merek yang telah sampai ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tabanan, tetap akan diperiksa lagi, setelah syarat permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan maka akan dikirim ke Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali untuk didaftarkan. Pihak Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali yang dalam wawancara ini diwakili oleh Bapak Putu Edi Wayudi, S.H., Sub Bidang Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual, pada hari Jumat, 27 September 2019 yang mengatakan bahwa:
“Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual termasuk merek dapat langsung ke kantor kita Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali, terkecuali UKM, yang dimaksud UKM disini adalah Usaha Kecil Mikro binaan dari Disperindag maupun Dinas Koperasi bisa di daftarkan dan lewat Dinas tersebut dahulu, baru kemudian setelah di seleksi dan dipilih dari dinas tersebut maka dapat langsung diajukan ke Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali”

Pendaftaran dalam negeri dapat mendaftarkan dengan datang sendiri atau menguasakan kepada kuasa hukumnya. Bagi pemilik merek luar negeri diharuskan mendaftar melalui kuasa hukumnya yang berpraktek di Indonesia. Perusahaan asing yang akan mendaftarkan mereknya juga harus memiliki kantor perwakilan di Indonesia.Berdasakan hasil wawancara penulis dengan Pihak Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali yang dalam wawancara ini diwakili oleh Bapak Putu Edi Wayudi, S.H., Sub Bidang Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual pada hari Jumat, 27 September 2019 mengatakan bahwa :

“Ada kabar baru mulai 17 Agustus 2019 Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sudah meloncing pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek secara online sistem penuh, jadi mulai saat ini masyarakat sendiri sudah dapat mendaftarkan mereknya secara mandiri, akan tetapi online sistem ini hanya sebatas pendaftarannya saja, kalau terkait perubahan alamat, perpanjangan hak merek masih tetap harus ke Kanwil. Sebelum memulai membuat permohonan merek, pengguna aplikasi dapat menyiapkan dokumen permohonan yang akan diunggah/upload sebagai lampiran permohonan.”

Agar memenuhi syarat untuk bisa mendaftar merek online kita harus memiliki account e-filing, barulah, pengguna aplikasi e-filing dapat meniapkan dokumen permohonan yang akan diunggah/upload sebagai lampiran permohonan. Berikut ini adalah gambar skema layanan e-Filing Ditjen Hak Kekayan Intelektual :
Gambar 2.1 : Gambar Skema Layanan e-Filing Ditjen HK
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Penjelasan gambar:

1. Pemohon mengisi data dan mengunggah lampiran  Submit Permohonan

2. Pemohon menerima lembar tagihan  Menerima kode biling SIMPON

3. Pemohon membayar kode biling SIMPONI di Bank/Pos Persepsi

4. Pemohon akan menerima NTPN sebagai bukti penerimaan negara

5. Permohonan yang diajukan melalui e-Filing akan diterima oleh DJKI (pemohon mendapat nomor permohonan)

6. Status permohonan menjadi Diterima.

7. Selanjutnya, pemohon dapat mengunduh formulir permohonan.

 Berikut ini adalah panduan untuk menyiapkan dokumen lampiran:
1. Format dokumen lampiran adalah bertipe PDF.

2. Pengguna perlu melakukan pemindaian / scanning dengan resolusi minimal 200 dpi.

3. Ukuran maksimal dokumen adalah 20 MB per lampiran.

4. Format gambar sebagai logo/etiket merek adalah JPG.

5. Ukuran maksimal gambar adalah 5 MB per gambar.

6. Jenis lampiran untuk permohonan merek:

1) Fotokopi KTP (Bersifat wajib/mandatori);

2) Surat pernyataan kepemilikan (Bersifat wajib/mandatori);

3) Salinan akta pendirian badan hukum (jika berbadan hukum);

4) Surat kuasa (jika melalui konsultan KI);

5) Surat pengalihan hak;

6) Dokumen priotitas asli dan terjemahannya (jika menggunakan prioritas);

7) Deskripsi (tambahan penjelasan untuk dokumen merek non tradisional);

8) Dokumen lainnya.”

Permohonan merek juga harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
 Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Pendaftaran inilah membawa lebih banyak kepastian, karena jika seseorang dapat membuktikan telah mendaftarkan suatu merek dan disetujui, maka orang lain itu tidak berhak untuk memakai merek yang sama terhadap barang-barang yang sejenis pula. Jadi sistem konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian. Berikut ini perbandingan produk Dupa yang sudah terdaftar mereknya dan yang belum tersentuh perlindungan merek, dapat dilihat pada TABEL 2.2 berikut :

TABEL 2.2 : Perbandingan Dupa Harum Yang Sudah dan Belum Terdaftar Mereknya
	NO.
	DUPA HARUM YANG BELUM TERDAFTAR MEREKNYA
	DUPA HARUM YANG SUDAH TERDAFTAR MEREKNYA

	1.
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Nama Merek :DARSHAN 

Nomor Permohonan Merek :DID2019071811

Tanggal perlindungan Merek :

 22 November  2019

	2. 
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Nama Merek :AMBER LIFE

Nomor Permohonan Merek :DID2019059232

Tanggal perlindungan Merek :  

7 Oktober 2019




Sumber : https://pdki-Indnesia.dgip.go.id, diakses pada tanggal 27 November 2019, Pukul 17:07 WITA
Fungsi didaftarkannya merek adalah untuk memperoleh perlindungan hukum. Didaftarkannya merek, pemilik tersebut mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada intinya menyatakan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri mereknya atau melisensikan kepada pihak lain dengan iktikad baik. Adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang menggunakan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali apabila sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tanpa persetujuan dari pemilik merek terdaftar tersebut dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana.

Berdasarkan hasil wawacara penulis dalam penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan kepada I Gst. Ayu Wiryawati Ardiany, S.Sos. selaku Kabid Perindustrian Kabupaten Tabanan pada hari Rabu, 19 Juni 2019, yang mengatakan bahwa:
“Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan sama dengan Dinas Koperasi yang hanya memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektualnya, dimana kita daftarkan membawa ke Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali yang nantinya akan dilanjutkan ke Pusat untuk didaftarkan”

Fasilitas yang diberikan setiap dinas atau instansi Pemerintahan berbeda-beda. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah misalnya, mereka hanya memberikan fasilitas berupa pengajuan permohonan pendaftaran merek untuk para Usaha Kecil Menengah di Daerah Kabupaten Tabanan yang kemudian permohonan tersebut diajukan ke Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali. Fasilitasi dan kemudahan dalam pendaftaran merek yang diberikan oleh dinas dan instansi Pemerintahan tersebut bertujuan agar para pemilik merek pada Usaha Kecil Menengah khususnya home industry Dupa Harum Kekeran di Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan mereknya. Pemberian fasilitasi pendaftaran merek dapat membuat para Usaha Kecil Menengah untuk semakin kreatif dalam membuat nama merek agar dalam permohonan pendaftaran merek tidak menyamai dengan nama merek yang telah terdaftar, sehingga tidak akan digugat oleh pihak lain.
Pemaparan diatas dikaitkan dengan teori tanggung jawab, pemerintah sudah sangat jelas dalam era perdagangan global sudah sangat peduli terkait pentingnya perlindungan merek dan mengupayakan kemudahan-kemudahan dan keringanan bagi masyarakat yang tanggap akan pentingnya perlindungan merek di era perdagangan global. Alur yang sudah dipangkas menjadi lebih mudah, dan kabar terbarunya mulai tanggal 17 Agustus 2019 sudah bisa mendaftarkan merek dagang melalui sistem online penuh. Tarif biaya kini tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mendaftrkan merek dagang. Pemerintah banyak mendapat kendala masyarakat tidak mau segera mendaftarkan mereknya karena biaya pendaftaran yang dianggap mahal, kini dengan tanggap pemerintah bertanggung jawab untuk memudahkan tarif PNBP. Kementrian Koperasi sudah melangsungkan MoU dengan Kemenkum HAM terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual mulai tahun 2016. Usaha Kecil Mikro yang baru merintis dan tanggap akan pentingnya merek, bisa dengan mengajukan ke Dinas Koperasi untuk meminta Surat Keteragan Usaha Binaan Koperasi. Surat Keteragan Binaan Koperasi ini lah dipakai lampiran permohonan pendaftaran merek  dari biaya pendaftaran secara elektronik senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disubsidi lagi oleh Dinas Koperasi itu yang menyebabkan terlihat gratis
.
F. Penutup

1. Kesimpulan 

1. Merek kolektif dapat digunakan sebagai alternatif perlindungan merek guna mengurangi persaingan usaha di daerah Kabupaten Tabanan, selain  merek kolektif dapat digunakan bersama-sama dan sebagai dasar pemasaran produk terkait, juga dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota yang terdaftar dalam merek kolektif tersebut. 

2. Pemerintah dalam memberikan perlindungan merek kolektif Dupa Harum Kekeran sudah sangat semaksimal mungkin dan sangat memperhatikan betul akan pentingnya perlindungan merek seperti :

1) Pemerintah menambah sistem sosialisasi dengan langsung melakukan sosialisasi ke daerah-daerah;
2) Pemerintah sudah memangkas birokrasi pendaftaran merek, mulai pertanggal 17 Agustus 2019 mengumumkan bahwa pendaftaran merek kini sudah bias menggunakan sistem online penuh;
3) Kementrian Koperasi sudah melangsungkan MoU dengan Kemenkum HAM terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, yang mengeluarkan surat keterangan Usaha Kecil Mikro bagi usaha binaannya.
2. Saran
1. Terhadap penegakan hukumnya bagi pelanggaran-pelanggaran, maka tidakana Pemerintah haruslah lebuh tegas dari pada masyarakat itu sendiri dimana dari penegakan hukum juga harus menggunakan cara-cara preventif.

2. Kesadaran masyarakat untuk berani memproteksi Hak Kekayaan Intelektualnya yang mereka ciptakan berdasarkan dari imajinasi dan kekreatifannya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dibidang perlindungan mereknya. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menimbulkan kepekaan wira usaha atau masyarakat yang baru merintis usahanya yang merasa belum membutuhkan merek untuk usahanya.
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